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ASRUL (B11110353) Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme 
Birokrasi dalam Good Governance dan Pemberantasan Korupsi, dibimbing 
Oleh  Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. dan Dr. Amir Ilyas.,S.H.,M.H. 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui analisis terhadap pengaturan 
standarisasi gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga untuk 
mengetahui efektivitas standarisasi nilai gratifikasi terhadap birokrasi dalam 
penyelenggaraan good governance. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, 
maka penulis berkesimpulan antara lain Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis, dapat disimpulkah bahwa : Dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korusi, ada dua hal 
yang perlu diperhatikan dalam pengaturan standarisasi gratifikasi, yakni: a. 
Pembuktian terbalik Pemberian yang nilainya Rp. 10.000.000,00 ke atas 
dibuktikan dengan sistem pembuktian terbalik. Dimana terdakwa diberikan 
beban untuk membuktikan pembelaannya. Namun Jaksa Penuntut umum 
tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. b. Pembuktian biasa 
Pemberian yang nilainya dibawah Rp. 10.000.000,00 bahwa gratifikasi 
tersebut bukan suap dibuktikan oleh Penuntut Umum. Efektivitas dari 
pengaturan standar gratifikasi tersebut berdampak pada penegak hukum dan 
masyarakat, pada lembaga seperti pengadilan dan kejaksaan memiliki 
metode sendiri untuk memberikan pengaturan dalam rangka pencegahan 
praktik gratifikasi, namun kendala yang terbesar adalah pada “budaya 
masyarakat” Indonesia yang masih menjunjung tinggi rasa terima kasih dan 
balas jasa dengan memberikan “kenikmatan” tertentu, budaya sebagian besar 
suku di Indonesia adalah dengan saling berbagi rezeki meski dalam jumlah 
yang sangat kecil, hal ini berdampak pada sistem pelaporan gratifikasi yang 
sangat rumit dan belum adanya standar minimum dalam pelaporannya. 
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni: 1) Seharusnya 
ada standar minimum dalam pelaporan gratifikasi, karena akan sangat 
merepotkan apabila kita harus melaporkan hal-hal yang bersifat pemberian 
demi harmonisasi budaya dan adat bermasyarakat. 2) Setiap instansi 
pemerintahan seharusnya memiliki prosedur dalam mencegah gratifikasi, 
yang tegas dan konsisten agar setiap individu yang ada dalam instansi 
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A. Latar Belakang 
Korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan 
menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan 
pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan 
korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga 
koupsi justru berkembang dengan cepat balk kualitas maupun kuantitasnya. 
Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui 
bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit 
penaggulangannya maupun pemberantasannya. 
Perbuatan Tindak Pidana Korupsi merupakan pelanggaran terhadap 
hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana 
korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) 
melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes), 
sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara 
biasa.1 
Ibarat Penyakit, Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga 
tahap, yaitu elitis, dan sistemik. Pada tahap eltitis, korupsi menjadi patologi 
sosial yang yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, 
korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang 
kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem 
                                                             
     
1
 Dr. Ermansjah Djaja, SH., MH., Memberantas Korupsi bersama KPK, Cetakan Pertama, Pena 
Grafika, Jakarta. 2010, hal.28 
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terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bagsa ini telah 
sampai pada sistem sistemik.2 
Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang 
yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain merupakan 
hal yang diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat 
mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, 
maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima 
kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat 
atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan 
objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan 
dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. 
Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi 
kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara 
negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, 
karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan 
perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang undang No. 20 Tahun 2001, 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi 
sebagai pemberian dalam anti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, 
rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 
Pasal 12 B Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 
dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
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 Abu Fida' Abdur Rafi'. 2006, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), 
Jakarta: Republik, hlm. 21. 
3 
 
Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan 
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” 
Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. 
Tindakan ini hanya sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah 
atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, 
seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap 
disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna. Misalnya: 
1. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering dihadapkan ketika 
salah seorang sanak keluarga atau orang lain yang telah 
melaksanakan ibadah haji, menurut kebiasaan masyarakat biasanya 
orang yang dan berhaji memberikan hadiah atau oleh-oleh. Sebagai 
bentuk rasa syukur dan untuk mempererat ikatan silaturahmi. Coba 
kita bandingkan dengan model gratifikasi berikut: 
2. Seorang Direktur perusahaan mengirimkan parcel, voucher belanja, 
hadiah wisata, diskon spesial, atau uang komisi kepada seorang 
pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang atas kebijakan 
pengadaan barang dan jasa. Tidak ada hubungan darah antara 
keduanya. Juga mereka berdua tidak memiliki hubungan 
pertemanan kecuali berdasarkan kapasitas jabatan masing-masing. 
Gratifikasi pada cerita model kedua diakomodasi oleh undang undang 
sebagai salah satu modus korupsi. Pemberian kepada pejabat pemerintah 
atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk 
memperoleh kemudahari mencapai kesepakatan dengan pemerintah, 
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umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Pihak yang 
diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah. Praktik korupsi dalam 
bentuk gratifikasi ternyata suatu peradaban manusia. 
Budaya tersebut tidak hanya terjadi pada masa kepemerintahari 
modern seperti saat ini. Menurut sejarah, pemberian hadiah adalah suatu 
bentuk persembahari dan adipati atau raja-raja kecil kepada pimpinan atau 
penguasa besar baik dalam lingkup kerajaan atau pada wilayah pada saat 
penjajahari pada kompeni. 
Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang 
keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan 
mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan 
keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan 
publik, bahkan di kalangan privat pun larangan juga. Oleh karenanya 
gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat 
(denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan 
harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima). 
Reformasi sektor publik di Indonesia mulai mengemuka seiring 
runtuhnya pemerinutahan yang cenderung sentralistis dan bertangan besi. 
Hasil dari pemerintahan yang sentralistis dan bertangan besi adalah tindakan 
memberikan ruang kepada publik untuk ikut serta dalam penyelenggaraan 
proses penyelenggaraan urusan-urusan publik. Reformasi sektor publik 
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diharapkan dapat membawa perubahan ke arah good governance yang 
berlandaskan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik.3 
Upaya pemerintah mengaplikasi nilai-nilai Good Governance akan 
bertolak belakang dengan sifat dari tindakan korupsi yang selalu tertutup, 
tidak akuntabel dan tidak membuka ruang partisipasi publik. Korupsi secara 
otomatis harus berhadap-hadapan dengan prinsip-prinsip good governance.4 
Para pembentuk undang-undang berusaha dengan gigih membuat 
jaring hukum yang sangat rapat agar tidak ada celah-celah kemungkinan 
bebasnya pegawai negeri dan jaring hukum dalam menerima setiap 
pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Oleh karenanya Undang-
Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa dan 
mengatur semua hal yang menyangkut tentang penyelewengan keuangan 
negara sampai pegawai negeri yang menerima uang dengan maksud jahat 
diatur juga dalam Undang-Undang ini. 
Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan 
gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2001 dimana undang-undang tersebut merubah sekaligus 
melengkapi Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
pengaturan mengenai gratifikasi belum ada. Lebih rinci sebagai berikut. Pasal 
12B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut: 
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Pasal 12B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara 
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya 
dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan 
ketentuan: 
a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih 
pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 
dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
b. Yang nilainya kurang dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan 
oleh penuntut umum. 
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling 
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Pasal12C ayat (1) Undang-undang No.31/1999 jo Undang-undang No. 
20/2001, berbunyi: 
a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Ayat (1) tidak 




b) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 
c) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, 
wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik 
negara. 
d) Ketentuan mengenai tata caca penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-
Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Pengaturan tentang gartifikasi tersebut menuai banyak masalah dalam 
pemaknaanya, karena ketidakjelasan dari unsur dalam pasalnya. Misalnya 
tentang unsur kepentingan pemberi hadiah, beserta nilai yang tidak wajar 
dalam pemberian tersebut. 
 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu 
karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Standarisasi Nilai Gratifikasi demi 
Profesionalisme Birokrasi dalam Good Governance dan Pemberantasan 
Korupsi”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di penulis di atas, 
maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah: 
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1. Bagaimanakah analisis terhadap pengaturan standarisasi gratifikasi 
dalam Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 
2. Bagaimanakah efektivitas standarisasi gratifikasi terhadap birokrasi 
dalam penyelenggaraan good governance? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui analisis terhadap pengaturan standarisasi 
gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2. Untuk mengetahui efektivitas standarisasi gratifikasi terhadap 
birokrasi dalam penyelenggaraan good governance. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Memberikan data kepada pembaca tentang gratifikasi dan 
pengaruhnya terhadap pemerintahan. 
2. Untuk mendapatkan data dan informasi sejauh efektifitas upaya 
pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi. 
3. Menjadi bahan rujukan kepada mahasiswa atau pihak instansi 







1. Hukum Pidana 
Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, 
diantaranya adalah Soedartoyang mengartikan bahwa:5 
Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkankepada 
perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang 
berupa pidana. 
Selanjunya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian 
hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, 
yakni: 
1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam 
pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi 
yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini 
seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada 
para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan 
siapa yang dapat dipidana. 
2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan 
diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. 
                                                             
      
5
 Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 9. 
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Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, 
tetapi juga apa yang disebut dengan  tindakan, yang bertujuan untuk 
melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.6 
Satochid Kartanegara, mengemukakan:7 
bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan 
bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan  dan 
keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan 
lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan 
atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini 
dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, 
menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana. 
Selanjutnya  Prof. Moelyatno, S.H mengartikan bahwa hukum pidana 
adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang  
mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:8 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan 
tersebut. 
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yangtelah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat 
dilksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 
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Ibid.,hlm. 10. 
     
7
Ibid., 
     
8
 Moeljatno,2002,  Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 1. 
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Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana 
tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal “perbuatan 
pidana” (criminal act). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai 
“pertanggungjawaban hukum pidana” (criminal liability atau criminal 
responsibility). Yang disebut dalam ke-1) danke-2) merupakan “hukum pidana 
materil” (substantive criminal law), oleh karena mengenai isi hukum pidana 
sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau 
prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka 
melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (criminal 
procedure). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum 
pidana materil.9 
Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi 
hukum pidana dalam arti  objektif  atau strafrecht in objective zin dan hukum 
pidana dalam arti subjektif atau strafrecht ini subjective zin. 
Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, 
atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale.Hukum 
Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Professor Simons telah dirumuskan 
sebagai: 
“het geheel van varboden en geboden , aan welker overtrading door de 
Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den 
overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de 
voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden 
aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt 
opgelegd en toegepast”. 
Yang artinya: 
                                                             





“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang 
atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum 
umum lainnya telah dikaitkan dengan suatupenderitaan yang bersifat 
khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-
peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah 
diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur 
masalah penjaTuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”. 
Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, 
yaitu: 
a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, 
yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang 
telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif; 
b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap 
peraturan-peraturannya dengan hukum. 
Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang 
disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai ius puniendi.10 
2. Korupsi 
Menurut A. Hamzah korupsi sesungguhnya merupakan suatu istilah 
yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat 
dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula. 11 
Lebih lanjut menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi jika 
diartikan secara harfiah yaitu: 12 
Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak 
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan 
menghina atau memfitnah. 
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Simons dalam buku P.A.F.lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm. 4. 
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A. Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta, Gramedia, 1984, Hlm. 
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Ibid, Hlm. 4-5. 
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Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada 
suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta 
masalah ucapan seseorang. 
Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti 
luas yaitu: 13 
Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang 
membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan 
berwibawa. 
Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga dapat ditemukan pada Kamus 
Umum Bahasa Indonesia: 14 
“Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 
penerimaan uang sogok dan sebagainya”. 
Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal atau 
yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain: 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 : 
a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang 
secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan 
keuangan negara dan atau perekonomian negara atau 
diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 
tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
b. Barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan 
wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara 
langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara. 
c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 
209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, 
Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 
KUHP. 
d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai 
negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat 
sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada 
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Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta, Sinar Grafika, 
1992, Hlm. 149. 
     
14
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976. 
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jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah 
atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan 
itu. 
e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji 
yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, 
Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian 
atau janji tersebut kepada yang berwajib.   
 
2. Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk 
melakukan tindakan pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e 
dan pasal ini.  
 
3. Gratifikasi 
Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “gratikatie“ yang 
diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “gratification“ yang artinya “pemberian 
sesuatu/hadiah“. Black‟s Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi 
atau Gratification adalah sebagai “a voluntarily given reward or recompense 
for a service or benefit” yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian 
yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”. Kita 
terkadang sangat sulit membedakan antara “ hadiah (gift) “ dengan “ suap 
(bribe) “ ketika berhadapan dengan pejabat. Dari penjabaran diatas, jelas 
gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak 
terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi 
motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi jelas akan 
mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya keputusan yang 
akan diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal. 
Didalam Pasal 12 B Ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 
ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian 
dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), 
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komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar 
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 
tanpa sarana elektronik. Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang 
penyelenggara negara inilah yang menjadi landasan gratifikasi masuk dalam 
kategori delik suap dan diancam dengan sanksi pidana didalam ketentuan 
Pasal 12 B ayat (1) dan (2) UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya 
dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” dengan 
ketentuan: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan 
suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi 
tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 
Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
4. Birokrasi 
Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), 
diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan 
bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari 
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pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif 
maupun militer.15 
Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan 
sebagai : 
1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena 
telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. 
2. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta 
menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya 
dan sebagainya. 
Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya 
didefinisikan sebagai 
1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak 
dipilih oleh rakyat. 
2. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai. 
Beberapa Pengertian Birokrasi menurut para ahli: 
1. Hegel dan Karl Marx,  Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen 
untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Hegel 
berpendapat birokrasi adalah medium yang dapat dipergunakan untuk 
menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general 
(umum). Sementara itu teman seperjuangannya, Karl Marx, berpendapat 
bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang 
dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas 





sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular 
yang mendominasi tersebut. 
2.  Bintoro Tjokroamidjojo, Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984) ”Birokrasi 
dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang 
harus dilakukan oleh banyak orang”. 
3. Blau dan Page (1956), mengemukakan ”Birokrasi sebagai tipe dari suatu 
organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif 
yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) 
pekerjaan dari banyak orang”. Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi 
justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk 
meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadangkala di dalam 
pelaksanaannya birokratisasi seringkali mengakibatkan adanya 
ketidakefisienan. 
4. Ismani, Dengan mengutip pendapat dari Mouzelis, Ismani (2001) 
mengemukakan ”Bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang 
rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis 
dan dengan efisiensi dan setinggi-tingginya. Dari pandangan yang 
demikian tidak sedikitpun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan 
tidak efisien”. 
5. Fritz Morstein Marx, dengan mengutip pendapat Fritz Morstein Marx, 
Bintoro Tjokroamidjojo (1984) mengemukakan bahwa birokrasi adalah 
”Tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk 
pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, 
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dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur 
pemerintahan”. 
6. Riant Nugroho Dwijowijoto Dengan mengutip Blau dan Meyer, Dwijowijoto 
(2004) menjelaskan bahwa ”Birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat 
kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas 
potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya 
sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang 
besar”. Selanjutnya dikemukakan bahwa ”Di dalam masyarakat modern, 
dimana terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan ajeg, 
hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Birokrasi dalam 
praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil”. 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa 
birokrasi adalah: 
1. Suatu prosedur yang harus dilaksanakan sesuai peraturan agar tujuan 
organisasi dapat tercapai; 
2. Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas 
membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena 
statusnya itu. 
B. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya 
Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana 
hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata 
strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian 
diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. 
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Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh 
sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict, dan perbuatan 
pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-undang Darurat 
Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan 
Tindak Pidana Ekonomi.  
Berikut ini beberapa pengertian tindak pidana dari beberapa pakar. 
Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi tindak pidana yaitu : 
Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang 
diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana 
untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. Dan definisi yang bersifat perundang-
undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang 
ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian 
(nalaten); tidak berbuat ; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam 
beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa.16 
 
Sedangkan menurut bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 
(lima) unsur  yaitu :17 
1. Subjek 
2. Kesalahan 
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. 
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).  
  
Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu 
“perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana” menjelaskan : 
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 Farid Zainal Abidin, A. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. 1995. hal. 225. 
17
 Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemaparannya, Storia 
Grafika, Jakarta. 2002. 
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Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan 
sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama 
lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat 
mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah. 18 
Beranjak dari teori yang telah dikemukakan diatas maka dari itu 
menurut penulis unsur-unsur tindak pidana hanya ada tiga yaitu : 
1. Ada Perbuatan 
2. Ada Sifat Melawan Hukum 
3. Tidak ada alasan Pembenar. 
 
C. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari 
kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat 
pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan 
kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.  
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 
Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam 
ketentuan tersebut menekankan : 
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu 
badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 
416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta 
Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 
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 Effendy, Rusli, Op. Cit. hal. 1. 
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9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999. 
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat 
pada jabatannya atau kedudukan tersebut. 
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang 
secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan 
undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran 
terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana 
korupsi. 
6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau 
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. 
7. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang 
memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk 
terjadinya tindak pidana korupsi. 
 
Jika melihat redaksi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat perubahan 
dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin 
canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih 
khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. 
Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami 
perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebut 
unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Korupsi baru ini. 
Mengenai adanya kriteria utama, sehingga suatu tindakan 
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, menurut pendapat Romli 
Atmasasmita: 19 
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Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, adanya unsur kerugian 
negara sebagai unsur utama sehingga tindakan dapat dikatakan 
sebagai tindak pidana korupsi, tetapi pada kenyataannya unsur 
kerugian negara sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiil. 
Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur kerugian 
negara tetap ada tetapi rumusannya diubah menjadi delik formil 
sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian negara atau tidak. 
Menurut Victor M. Situmorang dalam bukunya mengenai tindak pidana 
pegawai negeri sipil menyatakan bahwa korupsi yaitu : 20 
Secara umumnya dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan 
maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
badan, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan 
negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima 
bantuan keuangan negara yang mana perbuatan tersebut dilakukan 
dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang ada 
padanya. 
Dari beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang telah di 
kemukakan di atas, maka menurut Husein tindak pidana korupsi mempunyai 
ciri-ciri sebagai berikut: 21 
1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. 
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan. 
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal 
balik. 
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung di balik 
pembenaran hukum. 
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan 
yang tegas dan mereka mampui mempengaruhi keputusan. 
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik 
atau masyarakat. 
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 
Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 
pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. 
2. Dasar Hukum 
1.   Peraturan Penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 
                                                             
      
20
Victor M. Situmorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, Hlm.1. 
     
21
Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 
Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju, 2001, Hlm. 12. 
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Rumusan Korupsi menurut perundang-undangan di atas, 
dikelompokkan menjadi dua, yakni : 
(1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk 
kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk 
kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung 
menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. 
(2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang 
menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan 
dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan 
kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan 
kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa 
keuntungan keuangan atau material baginya. 
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor 
Prt/013/Peperpu/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 
Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (BN 
No. 40 tahun 1958). 
Rumusan korupsi dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan 
Darat tersebut di atas, dikelompokkan menjadi dua kelompok besar dan tiap 
kelompok dibagi lagi menjadi sub kelompok, sehingga menjadi lima kelompok 
jenis korupsi, yakni: 
1) Pada kelompok besar pertama 
Yang disebut korupsi pidana, adalah: 
a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 
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atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau 
tidak langsung merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu 
badan keuangan atau daerah dan badan hukum lain, yang 
mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari 
masyarakat. 
b. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu 
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 
c. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 
418, 419 dan 420 KUHP. 
2) Pada kelompok besar kedua, Perbuatan korupsi lainnya. Yang 
dimaksud dengan perbuatan korupsi lainnya, adalah: 
a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan 
keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan 
negara atau daerah, atau badan lain yang mempergunakan 
modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. 
b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang 
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lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp 
tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan 
Tindak Pidana Korupsi (LN 72 tahun 1960). Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 (Prp) tahun 1960, 
atau juga disebut sebagai Undang-undang Anti Korupsi, yang 
merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang-
undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 
UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949. 
Undang-undang Anti Korupsi tahun 1960, mengandung hal-hal baru 
yang belum ada dalam undang-undang korupsi yang sebelumnya, yakni: 
(a) delik percobaan dan delik pemufakatan; 
(b) kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; 
(c) ada delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri; 
(d) kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau 
janji; 
(e) rumusan pegawai negeri diperluas. 
 Rumusan delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua 
kelompok besar, sebagai berikut: 
- Kelompok besar pertama, terdiri dari: 
a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang 
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secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau 
perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya 
bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat 
merugikan keuangan atau perekonomian negara. 
c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 
209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 
KUHP. 
d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu 
kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada 
jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau 
janji dianggap melekat jabatan atau kedudukan itu. 
e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberi atau janji yang 
diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 
418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji 
tersebut kepada yang berwajib. 
- Kelompok besar kedua ada satu ketentuan, yakni: 
27 
 
Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk 
melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, 
pasal ini. 
4. Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (LN 19 tahun 1971). 
Rumusan delik korupsi pada Undang-undang No. 3 tahun 1971 
mengambil oper rumusan delik korupsi dari UU No. 24 (Prp) tahun 1960 baik 
redaksi mengenai perbuatan-perbuatan maupun sistematikanya. Sehingga 
karena itu ada dua kelompok delik korupsi, yaitu delik korupsi yang selesai 
(voltooid) dan delik percobaan (poging) serta delik permufakatan (convenant). 
Delik korupsi ini dirumuskan dalam UU No. 3 tahun 1971 ada enam 
kelompok, yaitu: 
(1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (pasal 1, sub (1) a dan  
sub (1) b). 
(2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik 
korupsi (sub (1) c). 
(3) Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri (sub 
(1) d). 
(4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d). 
(5) Tindak pidana korupsi percobaan (sub (2)). 
(6) Tindak pidana korupsi permufakatan (sub (2)). 
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Pengelompokan sifat korupsi tersebut diasumsikan demikian, 
berdasarkan sifat korupsi saja, tidak berdasarkan ketentuan perundang-
undangan. 
Delik korupsi dirumuskan sebagai berikut: 
Kelompok kesatu Rumusan pasal 1 sub 1 a. 
Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan 
atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka oleh 
bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
Rumusan pasal 1 sub 1 b 
Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau 
perekonomian negara. 
Rumusan pasal 1 sub c 
Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 
388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425  dan  435 KUHP. 
Rumusan pasal 1 sub 1 d 
Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti 
dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan dan 
wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau 
oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau 
kedudukan itu. 
 
Rumusan pasal 1 sub 1 e 
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Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan 
kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 
KUHP tidak melaporkan pemberian itu atau janji tersebut kepada yang 
berwajib.  
Kelompok kedua 
Rumusan delik korupsi yang berupa percobaan atau permufakatan 
untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam pasal 1 sub 2. ketentuan 
ini merupakan ketentuan baru, yang tidak ada pada undang-undang 
korupsi sebelumnya. 
5. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari delik 
korupsi undang-undang no. 3 tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal 
yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut: 
Memperluas subjek delik korupsi. Memperluas pengertian pegawai 
negeri. Memperluas pengertian delik korupsi. Memperluas jangkauan 
berbagai modus operandi keuangan negara. Delik korupsi dirumuskan secara 
tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna 
mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas delik 
korupsi sanksi pidana berbeda dengan sanksi pidana undang-undang 
sebelumnya. Akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa 
Agung, agar dalam proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa 
memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, penuntut, dan hakim 
dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada 
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Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik terbatas. Partisipasi 
masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Akan dibentuk 
Komisi Pemberantasan Delik Korupsi, dua tahun mendatang. 
Delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua kelompok 
besar, yakni kelompok pertama, Bab II tentang tindak pidana korupsi terdiri 
dari pasal 2 sampai dengan pasal 20, dan kelompok kedua, Bab III tentang 
Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdiri dari 
pasal 21 sampai dengan pasal 24. Defenisi umum tentang korupsi tidak 
diberikan oleh undang-undang. 
Delik korupsi menurut undang-undang ini dapat dikelompokkan 
sebagai berikut: 
(1) Delik korupsi dirumuskan normatif dalam pasal 2 (1) dan pasal 3. 
(2) Delik dalam KUHP pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 
420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-
masing dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
(3) Delik penyuapan aktif, dalam pasal 13 
(4) Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang 
memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam pasal 14. 
(5) Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan dalam pasal 
15. 
(6) Delik korupsi dilakukan di luar teritori negara Republik Indonesia 
dalam pasal 16. 
(7) Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam pasal 20. 
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6. Undang-undang No. 20 tahun 2001 (LNRI No. 134 tahun 2001 Jo TLNRI 
No. 4159) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam 
Undang-undang No. 20 tahun 2001 ini sebagai perubahan dan 
menyempurnakan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perumusan deliknya sebagai 
berikut: 
(1) Tetap memperlakukan semua ketentuan pasal-pasal dalam 
undang-undang No. 31 tahun 1999 dengan perubahan-
perubahannya. 
Perumusan Tindak Pidana korupsi diatur dalam Bab II mulai pasal 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
undang-undang No. 20 tahun 2001. 
3. Unsur-unsur 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari 
pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa 
pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di 
atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis 
inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : 
1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum 
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. 
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. 
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara 
atau patut diduga merugikan keuangan dan  perekonomian negara. 
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5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 
dalam jabatannya. 
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili. 
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi 
advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan 
berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan 
untuk diadili. 
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya 
perbuatan curang tersebut. 
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat 
berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 
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atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, 
atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 
11. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang 
digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat 
yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan 
orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut 
serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, 
atau daftar tersebut. 
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 
atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau 
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 
jabatannya. 
 Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap 
tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau 
rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa 
unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena 
dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka 
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pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan 
dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa koruspi 
bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur 
tersebut. 
D. Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Korupsi 
1. Gratifikasi 
Didalam Pasal 12 B Ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 
2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah 
pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat 
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 
Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat 
(1), “gratifikasi” bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi 
tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi 
tentang gratifikasi. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan 
pejabat ini dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, 
karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan 
pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam 
pelayanan publik. Namun Pasal 12 C UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 
Tahun 2001 ini sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik 
gratifikasi ini sendiri, dimana ditegaskan bahwa: Ketentuan setiap gratifikasi 
dianggap pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi 
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yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan 
gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 
Dalam analisa yuridis dari ketentuan pasal 12B dan pasal 12 C UU. 
NO. 31 Tahun 1999 JO UU. No. 20 Tahun 2001: 
a. Gratifikasi sesungguhnya merupakan delik korupsi yang unik. Tidak 
seperti lazimnya delik pidana lain, gratifikasi ternyata mensyaratkan 
tenggat waktu untuk „„naik status menjadi delik pidana sempurna‟‟. 
Jadi tidak mungkin ada kejadian “tertangkap tangan” dalam kasus 
gratifikasi; 
b. Gratifikasi yang terindikasi suap, ternyata dibagi menjadi dua jenis 
berdasarkan jumlah dan beban pembuktiannya: kategori pertama, 
jika gratifikasi nilainya Rp 10 juta atau lebih, maka beban 
Pembuktian gratifikasi tersebut bukan suap berada di tangan 
penerima, sedangkan kategori kedua, jika kurang dari Rp 10 juta 
maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu 
tergolong suap atau bukan. 
c. Didalam penjelasan umum undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
disebutkan: “ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu 
ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan 
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yang bersifat Premium Remedium dan sekaligus mengandung sifat 
prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagai mana dimaksud 
dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelengaraan negara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme untuk tidak melakukan 
tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada 
tindak pidana baru tentang gratifikasi... dan seterusnya.” Yang 
dimaksud dengan “tindak pidana baru tentang Gratifikasi” dalam 
penjelasan umum tersebut adalah tindak pidana korupsitentang 
gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau 
lebih sebagai manadimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a. 
Yang merupakan tindak pidana dari ketentuan yang terdapat dalam 
pasal 12 B ayat (1) tersebut bukan mengenai “pemberian gratifikasi” 
tetapi mengenai “penerimaan gratifikasi”. 
UU TIPIKOR juga memberi “Peluang Lolos” bagi penerima gratifikasi dari 
ancaman pidana. Syaratnya mudah, cukup melapor. Pasal 12C 
menyatakan, bahwa gratifikasi tidak berlaku jika penerima gratifikasi 
melapor ke KPK dan dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak 
gratifikasi diterima. 
2. Dasar Hukum 
Dasar hukum Gratifikasi ada pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Tindak Pidana Korupsi: 
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Pasal 12 B 
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan 
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 
dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh 
penuntut umum. 
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling 
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 Pasal 12 C 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak 
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya 
kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan 
wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau 
milik negara. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-
undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
3. Unsur-unsur 
 Dari rumusan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, unsur tindak pidana suap ada empat: 
1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara 
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2. Pemberian dan penerimaan gratifikasi (serah terima); 
3. Berhubungan dengan jabatan dan 
4. berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 
 
Pada unsur kedua dan ketiga ini, muncul konstruksi yuridis turunan 
(unsur derivatif) unsur kedua dua hal, yaitu mengeluarkan putusan dan 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Putusan 
tersebut menguntungkan pihak pemberi gratifikafsi. ini berarti, dalam unsur 
ketiga, ada putusan jabatan yang putusan tersebut bertentangan dengan 
kewajiban atau tugasnya (melawan hukum) dan ada keuntungan dan putusan 
tersebut pada pemberi gratifikasi. 
Unsur pertama dan unsur kedua, diikat oleh rumusan kata apabila 
berhubungan dengan ini menunjukan adanya hubungan sebab akibat 
(qondite sine quanon) antara unsur pertama dengan unsur kedua. Kata 
apabila menunjukan bahwa pembentuk undang- undang mengakui 
bahwa tidak semua gratifikasi berkaitan dengan jabatan (unsur 
kedua).Tanpa adanya hubungan sebab akibat dua unsur tindak pidana 
gratifikasi atau suap tidak bisa menyatu menjadi tindak pidana gratifikasi 
atau suap. 
E. Good Governance 
Governance oleh UNDP didefenisikan sebagai " the excercise of 
political, economic, anda admnistrative authority to manage a nation's affair at 
all levels"22 
                                                             
     
22
 UNDP, 1997, dikutip dari Artikel Dwi Iniahono, Korupsi versus Good Governance: Analisis 
Kriitis Pemberdayaan Pers Melawan Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum Amnna Gappa, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, 2009, hal. 37 
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Asas-asas Pemerintahan yang baik lahir dari praktek penyelenggaraan 
dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara 
seperti Undang-Undang.  Asas-asas pemerintahan yang baik sesuai dengan 
perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak 
individu. Fungsi asas-asas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan 
pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau 
pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik (good 
governance). Dalam hubungan ini Muin Fahmal23 mengemukakan “ asas 
pemerintahan yang layak(baik) sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi 
penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut 
diperlukan agar tidakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang 
sesungguhnya”. 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang  Asas-asas 
Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi : 
1. Asas Kepastian Hukum 
Dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 
Penyelenggara Negara. Asas ini juga menghendaki adanya stabilitas hukum 
sehingga tidak menimbulkan citra negatif yang akhirnya dapat menurunkan 
kepercayaan masyarakat terhadap hukum. 
2. Asas Tertib Penyelenggara Pemerintah 
                                                             
    
23
. Fahmal Muin, peran asas-asas pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang 
bersih. Yogyakarta: UII Press, 2008 hal:60 
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Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan 
keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. Asas ini 
menghendaki agar setiap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil 
pemerintah (pejabat negara), harus mempunyai dasar atau alasan yang jelas, 
benar serta adil dan sesuai prosedur yang ada di dalam UU.  
3. Asas Kepentingan Umum 
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 
aspiratif, akomodatif, dan selektif.  
4. Asas Keterbukaan 
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 
negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 
golongan, dan rahasia negara. 
5. Asas Proposionalitas 
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
Penyelenggara Negara dan warga negara dalam segala aspeknya. 
6. Asas Profesionalitas 
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Asas Akuntabilitas. 
Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 
kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
41 
 
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Kemudian Crince Le Roy dalam Hotma Sibuea mengemukakan 
sebelas asas umum pemerintahan yang baik dalam lapangan hukum 
administrasi negara dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Belanda. 
Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut meliputi: 
1. Asas kepastian hukum. 
2. Asas Keseimbangan 
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan 
4. Asas bertindak cermat. 
5. Asas motivasi dalam setiap keputusan. 
6. Asas larangan mencampurkanadukkan kewenangan 
7. Asas permainan yang layak. 
8. Asas keadilan atau kewajaran. 
9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar. 
10. Asas meniadakan akibat keputusan yang batal. 
11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi. 
Kuntjoro Purbopranoto,(1975:29-30) dalam Hotma Sibuea melengkapi 
asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan menambah asas lain 
dalam rangka mengadaptasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 
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konteks Indonesia. Kedua asas tambahan tersebut adalah asas 
kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.24. 
Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
Penyeleggaran Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5. Teori Pembuktian 
Untuk menilai kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti, 
maka menurut Ansori Sabuan25  ada 4 (empat) sistem pembuktian 
yaitu : 
1. Sistem pembuktian keyakinan belaka, menurut sistem ini hakim dianggap 
cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, 
dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem 
ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-
mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai 
untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau 
tidak. Dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-
alasan hukum yang dipakai dasar putusannya namun demikian kalau 
hakim dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, 
maka hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian 
yang sekira sulit diterima dengan akal. Misalnya adanya kepercayaan 
                                                             
     
24
 Hotma, P. Sibuea, Asas Negara Hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik, penerbit Erlangga, 2010, hal 158-159. 
25
 Ansori Sabuan, Hukum Pidana, Angkasa, Bandung, 1990. Hal. 186-189 
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terhadap seorang dukun setelah mengadakan upacara yang bersifat 
mistik dapat menetapkan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah 
dalam suatu tindak pidana. Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di 
dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan 
kesan-kesan pribadi seorang hakim.  
2. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang positif (positief 
wettelijk), dalam sistem ini Undang-Undang menentukan alat bukti yang 
dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat 
mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang 
ditentukan oleh Undang-Undang maka hakim harus dan berwenang 
untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang 
diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas 
kebenaran putusan itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan 
tentang cara-cara mempergunakan alat bukti itu sebagaimana ditetapkan 
Undang-Undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar 
artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak 
dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim 
berkeyakinan atas hal tersebut. Misalnya ada dua orang saksi telah 
disumpah mengatakan kesalahan tersangka, meskipun kemungkinan 
hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu tidak melakukan pelanggaran 
hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan adanya kesalahan bagi 
terdakwa tersebut. Demikian pula sebaliknya andaikan dua orang saksi 
itu menyatakan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, 
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maka walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan 
pelanggaran hukum, maka hakim harus membebaskannya. 
3. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif (negatief 
wettelijk), menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana 
apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-
Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari 
adanya alat-alat bukti itu. Dalam pada itu Pasal 183 KUHAP menyatakan 
bahwa :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Atas dasar Pasal 
183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem 
pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif. Ini berarti bahwa 
dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa 
cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh 
Undang-Undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru 
dipersoalkan tentang ada tau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan 
terdakwa. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa menurut teori ini 
hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat 
dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut Undang-Undang, ditambah 
dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian 
walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika hakim tidak yakin 
ataupun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka 
hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa. 
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4. Sistem pembuktian bebas (vrije bewijstheorie), dalam teori ini ditentukan 
bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk 
mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat 
bukti yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim tersebut 
secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan 
semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. 
Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori 
conviction raissonee. Jadi, menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian 
tidak ditentukan dalam Undang-Undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa 
menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. 
Hanya semua itu tidak dipastikan dalam Undang-Undang sebagaimana 
teori-teori di atas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan 
banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan 
terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu 
ketentuan. 
2. Konsep Umum Tentang Teori Pembuktian  
 Dalam pembuktian perkara pada umumnya dan khusunya delik korupsi 
diterapkan KUHAP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain 
ditetapkan Hukum Acara Pidana, yaitu pada Bab IV pasal 25 sampai dengan 
Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 
Dalam hal pembuktian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
yang merupakan revisi atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1971 menerapkan 
pembuktian terbalik namun bersifat “terbatas” dan “berimbang”. Sistem ini 
tidak sama dengan hukum pembuktian dalam KUHAP. Penerapan sistem ini 
lebih kepada inginnya para pembuat undang-undang mengefektifkan Undang-
Undang Korupsi agar dapat memberantas atau minimal menekan 
perkembangan perbuatan korupsi itu tersebut. 
 Adapun beberapa teori pembuktian yang selama ini dikenal dan 
sempat berlaku dalam perkembangan hukum pembuktian adalah sebagai 
berikut: 
a. Teori Tradisional 
Bosch-Kemper, (Martiman Projohamidjojo, 2001:100), membagi teori 
tentang pembuktian yang tradisional, yakni: 
1. Teori negatief 
Teori ini menyatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, 
jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa 
telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 
Teori ini dianut oleh HIR, sebagaimana tertera dalam Pasal 294 
HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah:  
a. Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan 
kepada: 
b. Alat-alat bukti yang sah. 
2. Teori Positief 
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 Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan 
kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh 
undang-undang. Jika bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim 
diwajibkan menyatakan kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini 
adalah positivistis. Jika tidak ada bukti maka terdakwa tidak akan 
dihukum.  
Teori ini dianut KUHAP, sebagai dalam Pasal 183 yang berbunyi 
sebagai berikut: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “ 
 
3. Teori bebas 
Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum yang 
dijadikan pokok. Asal sajaada keyakinan hakim tentang kesalahan 
terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti 
dan dibenarkan oleh pengalaman. 
b. Teori Modern 
Teori modern dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Teori pembuktian dengan keyakinan belaka (bloot gameodelijke 




Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian 
dan penyerahan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan 
terkesan hakim sangat bersifat subyektif. Hakim harus mendasarkan 
terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat 
oleh suatu peraturan Dasar pertimbangan menggunakan pikiran 
secara logika dengan memakai silogisme, yakni premis mayor, premis 
minor, dan konklusio. 
Kelemahan pada sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak 
memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan 
perseorangan sehingga sulit melakukan pengawas. 
2. Teori Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 
wettelijke bewijstheorie) 
 
Dalam teori undang-undang menetapkan alat-alat bukti mana 
yang dapat dipakai oleh hakim dan cara bagai mana mempergunakan 
alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian 
rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai yang sudah ditetapkan oleh 
undang-undang maka hakim harus menetapkan keadaan sudah 
terbukti, walaupun hakim berkeyakinan bahwa yang harus dianggap 
terbukti itu tidak benar. 
Kelemahan pada sistem ini adalah tidak memberikan 
kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim 
yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa 
putusan harus didasarkan atas kebenaran. 
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3. Teori Pembuktian menurut undang-undang secara negatif(negatief 
wettelijke bewijstheorie) dan teori keyakinan atas alasan 
negatif(beredeneerde vertuging atau conviction raisonnee)  
 
Kedua teori ini jika dikomparasikan, masing-masing memiliki 
persamaan dan perbedaan Persamaannya terletak pada hal mana 
hakim diwajibkan menghukum orang, apabila ia yakin bahwa 
perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dan keyakinan 
harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu 
rangkaiaan buah pikiran. Sedangkan perbedaanya terletak pada hal 
mana dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh undang-undang 
sebagai alat bukti.  
Pada teori keyakinan atas alasan negatif, hakim dalam memakai 
dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan tidak 
terikat pada penyebutan alasan-alasan untuk mengambil putusan tidak 
terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan cara menggunakan alat-alat 
bukti dalam undang-undang melainkan hakim bebas untuk memakai 
alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat 
menurut logika. 
4. Teori pembuktian negatif menurut undang-undang 
Teori ini dianut oleh KUHAP sebagaimana yang tertera dalam 
Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut: 
 “Hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
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memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “ 
 
Penggunaan kata “sekurang-kurangnya” dalam pasal ini 
memberikan limitatif pada alat bukti yang minimum, yang harus 
disampaikan pada acara pembuktian. Sedangkan penggunaan kata 
“alat bukti yang sah” menunjukkan pengertian bahwa hanyalah alat-
alat bukti yang diatur dan diakui oleh undang-undang yang dapat 
ditetapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian 
pidana pada umumnya ataupun delik korupsi pada khususnya. 
Kemudian dalam pasal 184 KUHAP, yang menyatakan beberapa 
alat bukti yang dapat digunakan pada proses pembuktian pidana, yaitu: 
a. Keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk 
e. keterangan terdakwa. 
 
 Ketentuan pasal ini menentukan alat-alat bukti dan dari alat-alat 
bukti itu dipakai dua alat bukti minimum. 
 Pembentukan undang-undang lebih mendasarkan pembuktian tentang 
kesalahan terdakwa dengan alat bukti kesaksian (terutama), karena 
dalam pemeriksaan baik dimuka penyidik, penuntut umum maupun 
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hakim terdakwa terdapat kecenderungan untuk mengelak ataupun 
memungkinkan kejadian perbuatannya masa lampau. 
5. Teori Pembuktian Terbalik 
 Dalam upaya melakukuan pemberantasan tindak pidana 
korupsi, pembentukan undang-undang telah memformulasikan 
pendekatan baru dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada 
suatu asumsi bahwa semakin sulitnya pelaku tindak pidana korupsi 
dibuktikan kejahatan yang dilakukan di muka pengadilan, yang 
memungkinkan pembentuk undang-undang menerapkan sistem 
pembuktian terbalik pada terdakwa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hasil revisi dari 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mempertegas penerapan 
sistem pembuktian terbalik bagi pelaku tindak pidana korupsi. 
 Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, kedua menerapkan sistem pembuktian 
terbalik yang bersifat “terbatas dan berimbang”. Sistem pembuktian 
terbalik yang terbatas dan berimbang adalah bahwa terdakwa 
mempunyai hak untuk membuktikn bahwa ia tidak malakukan tindak 
pidana korupsi dan wajib memberi keterangan tentang seluruh harta 
bendanya, dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda 
setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan 
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dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap 
berkewajiban untuk membuktikan dakwaanya di pengadilan. 
 Penggunaan kata “terbatas” dalam memori pasal 37 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakan bahwa terdakwa dapat 
mebuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak terdakwa tidak terbukti 
melakukan tindak pidana korupsi, melainkan penuntut umum masih 
tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sedangkan 
penggunaan kata “berimbang” dalam ketentuan tersebut berarti bahwa 
antara income (pendapatan) terdakwa dalam rasio pengeluaran 
(output) harus sebanding atau berimbang dengan perolehan harta 
yang didapatnya. 
 Proses pemeriksaan delik korupsi terdapat dua Hukum Acara 
Pidana, yakni hukum acara yang tercermin dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999, sebagai penyimpangan pada KUHAP. Hukum 
Acara Pidana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 Menururt penulis dalam pembuktian tindak pidana korupsi 
terdapat dua teori pembuktian yang dianut, yakni: 
(a) Teori bebas yang diturut oleh terdakwa 
Teori bebas ini secara eksplisit telah tercermin dalam Pasal 37 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni sebagai berikut: 
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1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa tidak 
melakukan tindak pidana korupsi; 
2. dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak 
melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut 
dipergunakan sebagai hal menguntungkan baginya; 
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta 
bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta 
benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai 
hubungan dengan perkara yang bersangkutan; 
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan 
yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber 
penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat 
digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi; 
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk 
membuktikan dakwaannya. 
(b) Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh penuntut 
umum 
 
Teori negatif menurut undang-undang ini secara tersirat 
tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: 
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“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” 
 
Persyaratan pemberian pidana dalam sistem KUHAP sangat 
berat yakni: 
1. Minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang; 
2. Keyakinan hakim; 
3. Ada tindak pidana yang benar terjadi; 
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan; 
5. Adanya kesalahan pasa terdakwa; 
6. Macam pidana apa yang dijatuhkan hakim; 
Kembali pada persoalan pokok, pembuktian terbalik yang 
terbatas dan berimbang maka begaimana pelaku menurut Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 danUndang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap wacana 
tersebut. Olehnya penulis dapat menggambarkan tentang proses 
pidana dalam peradilan sebagai berikut : 
a. Sikap Terdakwa 
Bagi terdakwa, wacana ada beberapa segi yang perlu 
diperhatikan dalam memilih alternatif; apakah ia menggunakan hak 
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itu atau tidak, karena menggunakan hak atau tidak masing-masing 
memiliki konsekuensi. 
Dalam menggunakan hak terdakwa ada dua hal yang harus 
diperhatikan oleh terdakwa yakni : 
(1) Untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan delik 
korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya oleh penuntut 
umum; 
(2) Terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan terhadap 
seluru harta bendanya sendiri, harta benda istri atau suami (jika 
terdakwa adalah perempuan), harta benda setiap orang atau 
korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang 
bersangkutan. 
Syarat pertama  merupakan suatu penyimpangan dari 
ketentuan KUHAP, yang menentukan bahwa penuntut umum wajib 
membuktikan dilakukan tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut 
ketentuan ini terdakwa dapat membuktika dalil, bahwa terdakwa 
tidak melakukan tindak pidana korupsi. 
Syarat kedua ialah terdakwa berkewajiban memberi 
keterangan tentang asal usul/perolehan hak atau asal 
usul/pelepasan hak atas harta benda pribadi, anak, istrinya maupun 
orang lain atau korporasi yang diduga berkaitan dengan delik 
korupsi. Perolehan/pelepasan hak itu mengenai kapan, bagaimana, 
dan siapa saja yang terlibat dalam perolehan/pelepasan hak itu 
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serta mengapa dan sebab-sebab apa perolehan atau peraliahan itu 
terjadi. Penggunaan hak bagi terdakwa dapat menguntungkan dan 
merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelaannya. 
b. Sikap penuntut umum 
Penuntut umum tidak mepunyai hak atas hak yang diberikan 
undang-undang terhadap diri terdakwa, namun tidak berarti 
penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut 
pandang penuntut umum dalan requisitornya. Apabila terdakwa 
dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik 
korupsi, tidak berarti bahwa ia terbukti atau tidak melakukan 
korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk 
membuktikan terbalik terbatas, dan penuntut umum tetap wajib 
membuktikan dakwaanya sesuai dengan teori negatif menurut 
undang-undang adalah pada terdakwa ada kesalahan atau tidak 
dan apa terdakwa inilah yang melakukan perbuatan. 
c. Sikap Hakim 
Terhadap keterangan terdakwa itu, hakim akan 
mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim, bebas dalam 
menentukan pendapatnya sebagai berikut : 




(2) Jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka 
keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan 
pribadinya; 
(3) Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang 
tidak seimbang/sebanding dengan penghasilan atau sumber 
penambahan kekayaan, maka keterangan itu dapat 
dipergunakan untuk meperkuat bukti yang sudah ada bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. 
d. Perhatian Penegak Hukum 
Perlu diperhatikan dalam menerapkan teori negatif menurut 
undang-undang terdapat dua hal menjadi syarat, yakni: 
1. Wettelijk, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan 
oleh undang-undang; 
2. Negatief, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah ditetapkan 
oleh undang-undang saja belum cukup untuk memaksa hakim 
pidana menganggap bukti sudah diberikan akan tetapi masih 
dibutuhkan keyakinan hakim. 
Antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya 
hubungan sebab akibat (kausal). 
Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang 
sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan keyakina hakim 
bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah 
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melakukannya. Karena itu oleh pembentukan undang-undang 
diajukan 5 (lima) macam alat bukti (Pasal 184 KUHAP), akan tetapi 
hakim tidak yakin bahwa suatu delik korupsi telah terjadi dan 
terdakwa bersalah telah melakukannnya, maka hakim pidana akan 
melepaskan terdakwa atau akan melepaskan terdakwa dari segala 
tuntutan hukum (ontslagen van alle rechtsvervoging). 
Asas negatif wettelijk tercermin pula secara nyata pada pasal 
189 ayat (4) KUHAP, bahwa berdasarkan “keterangan terdakwa” 
saja tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah melakukan 
perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertakan dengan 
alat-alat bukti yang lain. Jadi, hakim tidak boleh menjatuhkan 
putusan pidanakepada terdakwa hanya berdasarkan satu saksi 
saja (unus testis nullus testis), oleh karena dianggap sebagai bukti 
yang tidak cukup (Pasal 185 ayat 2 KUHAP), artinya kekuatan 
pembuktian dengan satu saksi saja tidak dianggap sempurna oleh 
hakim. (onvoldoende bewijs) 
Menurur Wiryono Projodikoro (1967:74), bahwa teori pembuktian 
negatif menurut undang-undang sebaiknya dipertahankan 
berdasarkan dua alasan: 
(1) Memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang 
kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu pidana, 
jangan hakim terpaksa memberikan pidana kepada terdakwa 
sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa; 
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(2) Berfaedah, jika ada aturan yang mengikat dalam neyusun 
keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus 
diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan. 
 
Sedangkan menurut D. Simons (1910:152), menyatakan 
bahwa teori pembuktian negatif menurut undang-undang ini, 
pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (dobble 
grond-slag) yaitu peraturan undang-undang dan keyakinan hakim 
dan menurut undang-undang. 
6. Teori Efektivitas 
Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas 
memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat 
efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap 
suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, 
efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian 
target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam 
jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan 
teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan 
terkait dengan konsep efektivitas organisasi. 
Mengutip Ensiklopedia administrasi26, menyampaikan pemahaman 
tentang efektivitas sebagai berikut : 
“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 
mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau 
seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang 
                                                             
26




memang dikehendaki.Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan 
atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.” 
 
Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat 
dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang 
dikehendaki.Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan 
pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal 
tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian 
suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau 
kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut 
telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan 
suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan 
keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut 
wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. 
Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, 
Achmad Ali27 berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh 
mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat 
mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih 
lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang 
banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 
profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari 
para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan 
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan 
tersebut. 
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Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto28 adalah 
bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, 
yaitu : 
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum.  
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 
daripada efektivitas penegakan hukum.Pada elemen pertama, yang 
menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau 
tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. 
Menurut Soerjono Soekanto29 ukuran efektivitas pada elemen 
pertama adalah : 
1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sistematis. 
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 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. 
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2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada 
pertentangan. 
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 
bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 
persyaratan yuridis yang ada. 
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja 
hukum tertulis adalah aparat penegak hukum.Dalam hubungan ini 
dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat 
melakukan tugasnya dengan baik.Kehandalan dalam kaitannya disini 
adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang 
baik. 
Menurut Soerjono Soekanto30 bahwa masalah yang berpengaruh 
terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan 
tergantung pada hal berikut : 
1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang 
ada. 
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan 
kebijaksanaan. 
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3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas 
kepada masyarakat. 
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan 
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas 
yang tegas pada wewenangnya. 
Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana 
dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan 
tugasnya.Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau 
fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. 
Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah 
fasilitas ini, Soerjono Soekanto31 memprediksi patokan efektivitas elemen-
elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara 
jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk 
kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun 
elemen-elemen tersebut adalah : 
1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. 
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan 
memperhitungkan angka waktu pengadaannya. 
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. 
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. 
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6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan 
lagi fungsinya. 
Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang 
tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu : 
1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun 
peraturan yang baik. 
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun 
peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. 
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, 
petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. 
Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin 
dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal 
muncul.Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen 
terkecil dari komunitas sosial.Oleh karena itu pendekatan paling tepat 
dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan 
secara individual.Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat 
menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu 
diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi 
oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal 
maupun eksternal. 
Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang 
bersifat positif maupun negatif.Dorongan positif dapat muncul karena 
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adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak 
untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif.Sedangkan yang bersifat 
negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif 
seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.Sedangkan dorongan yang 
sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang 
mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk 
kepada hukum.Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk 
tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau 
punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga 
lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada 
gilirannya dapat menyusahkan mereka.Motivasi ini biasanya bersifat 
sementara atau hanya temporer. 
Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto 
tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli 
Atmasasmita32 yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas 
penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur 
penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi 
juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. 
Menurut Soerjono Soekanto33 efektif adalah taraf sejauh mana 
suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.Hukum dapat dikatakan efektif 
jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai 
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sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia 
sehingga menjadi perilaku hukum. 
Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan 
hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan 
proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak 
ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu 
saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya 
suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, 
salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan 
ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman 
paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu 
tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat34. 
Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan 
daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat 
untuk taat terhadap hukum.Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang 
mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-
baiknya.Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu 
hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga 
masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki 
oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang 
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dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan 






A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian penulis yaitu Pengadilan Negeri Makassar 
dan Perpustakaan di Universitas yang ada di Kota Makassar,  alasan penulis 
memilih lokasi tersebut karena penulis bisa mendapatkan data dan informasi 
yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan penulis teliti. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis 
data, yakni: 
a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan pakar dan atau orang yang 
ahli dalam bidang tindak pidana korupsi. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau 
lembaga tempat penelitian penulis yang tersedia. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumulan data 
yaitu; Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang 





D. Analisis Data 
Di dalam penelitian ini data-data yang diperoleh baik data primer 
maupun data sekunder oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan 
metode deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari 





PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Pengaturan Standarisasi Gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi 
 
1. Pembuktian Terbalik 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu ketentuan khusus 
seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 dikenal adanya sistem pembuktian terbalik seperti yang 
diatur dalam Pasal 37 yang tertulis : 
(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak 
melakukan tindak pidana korupsi.  
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak 
melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut 
dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.  
(3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh 
harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan 
harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga 
mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.  
(4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang 
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau 
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sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan 
tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang 
sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana 
korupsi.  
(5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban 
untuk membuktikan dakwaannya.  
Sistem pembuktian terbalik ini merupakan hal baru dan suatu 
terobosan dalam membuktikan suatu tindak pidana khususnya tindak 
pidana korupsi, sistem ini pada intinya memberikan kesempatan 
kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa tidak mampu 
membuktikan asal-usul kekayaan yang dimilikinya atau yang diduga 
sebagai hasil korupsi, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti 
melakukan tindak pidana korupsi. 
Menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H. dalam artikelnya 
yang dimuat pada majalah Jurnal Keadilan Vol. 1 No. 2 Juni 2001 yang 
berjudul Sistem Pembuktian Terbalik : Meminimalkan Korupsi di 
Indonesia, menyebutkan : 
Sistem pembuktian terbalik yaitu : suatu sistem pembuktian 
yang berkenaan dengan hukum (acara) pidana, yang sangat 
diferensial sifatnya dengan sistem pembuktian yang universal 




Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya memuat 2 (dua) 
perbuatan pidana yang menggunakan sistem pembuktian terbalik 
dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu : 
1. Perbuatan delik gratification (pemberian) yang berkaitan dengan 
bribery (penyuapan). 
Yang dimaksudkan dengan gratifikasi adalah pemberian 
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat 
(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma dan 
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam 
negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 
Pemberian ini ditujukan kepada pegawai negeri (dalam arti luas) 
dan penyelenggara negara (Penyelenggara negara menurut Pasal 
1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan 
fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yang 
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku) yang memiliki kekuasaan yang melekat pada 
jabatannya tersebut (in zijn bedening) dan telah melakukan 
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pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya (in strijd zijn 
plicht) sebagaimana bunyi Pasal 12 B ayat (1) huruf a, yang 
berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila 
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan 
kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. 
Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 
dilakukan oleh penerima gratifikasi.  
2. Pembuktian terbalik diberlakukan terhadap perampasan harta 
benda terdakwa  
Dalam penjelasan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undnag 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan perampasan untuk negara ialah benda yang harus 
diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya 
barang terdakwa hasil dari tindak pidana korupsi, maka hasil 
penjualan barang tersebut diserahkan kepada Departemen 
Keuangan jika barang itu dilelang. 
Selanjutnya dalam Pasal 38 B ayat (1) dan (2) dari undang-
undang tersebut menyatakan bahwa : setiap orang yang didakwa 
melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
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Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-
undang tersebut, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta 
benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal 
dari tindak pidana korupsi, kemudian pada ayat (2) menyebutkan 
bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta 
benda sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diperoleh bukan 
karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap 
diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang 
memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas 
untuk negara.            
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan dalam 
pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada 
perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari 
tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 12 undang-undang tersebut, sebagai tindak pidana pokok. 
Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan 
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam 
penjelasannya disebutkan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi 
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berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. 
Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang 
atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan 
asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan 
menyalahkan diri sendiri (non self incrimination). 
Kemudian dalam Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, menyebutkan bahwa terdakwa wajib memberikan 
keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri 
atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang 
diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. 
Dengan demikian dalam sistem pembuktian terbalik, terdakwalah 
yang dibebani untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak 
pidana korupsi. 
Walaupun demikian pembuktian terbalik yang da dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001, tidak menganut sistem pembuktian terbalik secara 
murni, bahwa terdakwa saja yang sepenuhnya membuktikan bahwa 
ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan 
keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri 
atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang 
diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, 
akan tetapi penuntut umum tetap juga berkewajiban membuktikan 
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dakwaannya, hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang menyebutkan bahwa pembuktian terbalik yang 
diterapkan dalam undang-undang ini adalah pembuktian terbalik 
yang bersifat terbatas atau berimbang artinya terdakwa mempunyai 
hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 
korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta 
bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda 
setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan 
dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap 
berkewajiban membuktikan dakwaannya. 
Dengan demikian undang-undang tindak pidana korupsi ini 
tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik secara murni (zuivere 
omskeering bewijstlast), tetapi teori pembuktian terbalik yang 
terbatas dan berimbang. 
Bersifat “terbatas” di dalam memori penjelasan dari Pasal 37 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa 
apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa 
terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal ini tidak 
berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab 
penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk 
membuktikan dakwaannya. Kata “berimbang”, mungkin lebih 
tepat kata “sebanding” dilukiskan sebagai/ berupa 
penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta 
benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan 
harta benda, sebagai out put. Antara income sebagai input 
yang tidak seimbang dengan out put atau dengan kata lain 
input lebih kecil dari out put, dengan demikian diasumsikan 
bahwa perolehan barang-barang sebagai out put tersebut, 
(misalnya berwujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-
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saham, simpanan dolar dalam rekening Bank, dan lain-
lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi 
yang didakwakan (Martiman Prodjohamidjojo, 2001:108). 
  
Di samping pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah memuat 
ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik untuk memberantas 
tindak pidana korupsi yaitu yang termuat dalam Pasal 17 yang 
menyebutkan bahwa : 
1. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan 
pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian 
bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 
2. Keterangan tentang pembuktian yang di kemukakan oleh 
terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksudkan dalam 
ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal : 
a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa 
perbuatan itu menurut keinsyafan yang wajar tidak 
merugikan keuangan atau perekonomian negara atau  
b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa 
perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum. 
3. Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang 
pembuktian seperti dimaksudkan dalam ayat (1), maka 
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keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-
tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut 
Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan 
pembuktian yang berlawanan. 
4. Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang 
pembuktian seperti yang dimaksud dalam ayat (1), maka 
keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-
tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut 
Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi.  
Dengan adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi telah menganut sistem pembuktian terbalik 
sebelum adanya undang-undang yang sekarang berlaku yaitu 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Aras 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Di samping itu dalam undang-undang tersebut di atas, 
ketentuan pembuktian terbalik juga terdapat dalam beberapa 
ketentuan perundang-undangan yang lain yaitu antara lain : 
1. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tahun 2002 




Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, terdakwa 
wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan 
merupakan hasil tindak pidana. 
 
2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan dalam Pasal 35 
ayat (1) bahwa : 
Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang usaha dan 
kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap 
lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan 
beracun, dan/ atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan 
beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang 
ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara 
langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/ 
atau perusakan lingkungan hidup. 
 
Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa : 
 
Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability, 
yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak 
penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. 
Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam gugatan 
tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. 
 
Selanjutnya sebagai bahan perbandingan akan di 
kemukakan salah satu ketentuan pembuktian terbalik dalam 
PREVENTION OF BRIBERY ORDINANCE 1970 ADDED 1974 di 
Hongkong, Pasal 10 (1b) berbunyi : 
Or isi n control of pecuniary resources of property, 
disproportionate to present or past afficial emoluments shall, 
unless he gives satisfactory explanation to the court, as to 
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how he was abu to maintain suci a standard of living or how 
suci pecuniary resources of property came under his control 
be guilty of an affence. 
(mengenai sumber-sumber pendapatan atau harta yang 
tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau 
pendapatan resmi di masa lalu akan dinyatakan bersalah 
melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan 
penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai 
bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang 
demikian itui dan bagaimana sumber-sumber pendapatan 
atau harta itu dapat dikuasainya). 
 
 
2. Pembuktian oleh Penuntut Umum 
Pasal 12 B ayat (1) poin b mengatakan “yang nilainya kurang dari Rp 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut 
suap dilakukan oleh penuntut umum”. 
Sistem Pembuktian yang diterapkan adalah sistem pembuktian biasa 
dimana beban pembuktian ditimpakan kepada penuntut umum berdasarkan 
asas praduga tak bersalah. 
Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”). 
Dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: 
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut 
dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib 
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan 




Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur 
dalamPasal 8 ayat (1), yang berbunyi: 
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, 
atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak 
bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 
 
B. Efektifitas Pengaturan Standarisasi Gratifikasi terhadap birokrasi 
dalam penyelenggaraan Good Governance dan Pemberantasan 
Korupsi 
1. Pengaturan 
Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya 
suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, 
maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah 
hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. 
Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal 
berlakunya hukum sebagai kaidah Mengenai pemberlakuan kaidah 
hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah35 bahwa : 
1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila 
berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila 
menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan 
akibatnya 
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 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, 
Jakarta, 1987, Hal 23. 
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2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah 
tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan 
berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh 
warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima 
dan diakui oleh masyarakat. 
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya 
sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang 
tertinggi. 
Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau 
efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, 
sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah36 bahwa agar 
suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus 
memenuhi empat faktor yaitu : 
1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri 
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan 
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung 
pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut 
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan 
tersebut. 
Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di 
masyarakat termasuk yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu 
efektivitas suatu peraturan daerah dalam mendukung terwujudnya 
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 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, opcit. Hal 14 
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ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus 
diperhatikan yaitu : 
1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan 
penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana 
hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. 
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan 
masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam 
hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah 
sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial “a tool of 
social engineering”. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat 
Hugo Sinzheimer37 : 
Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimuali sejak 
adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-
peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan 
hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak 
mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian 
rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan 
diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya. 
 
Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti 
peraturan perundang-undangan karena mesti diingat bahwa 
kelemahan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya 
peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku. 
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Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-
undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, 
tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau 
perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk 
mengatasi terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang 
dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-
undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi 
mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah 
tersebut.       
2. Efektivitas Hukum 
 
Tujuan efektivitas hukum akan lebih banyak menggunakan optik 
atau kacamata sosiologis dari pada optik normatif, namun bukan 
berarti optik normatif terlupakan sebab terlebih dahulu harus 
mengetahui perihal kaidah hukum itu sendiri dan tujuan dari hukum 
tersebut, barulah dapat dipahami apakah hukum itu efektif atau tidak. 
Pendapat mengenai efektivitas hukum dapat dilihat dari 
pendapat Hans Kelsen38 bahwa: 
teori mengenai efektivitas yang disebut principle of effectiveness 
yang menyatakan orang seharusnya bertingkah laku atau 
bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. 
Salah satu aspek pembicaraan efektivitas hukum sering kali 
dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat inti dari 
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pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku warga 
masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau telah 
diputuskan. Jika tujuan hukum tercapai yaitu bila warga masyarakat 
berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh 
hukum, hal ini dinamakan hukum efektif.39 
Selanjutnya menurut Adam Podgorecky (Achmad Ali, 1998:198) 
mengatakan bahwa agar suatu undang-undang diharapkan berlaku 
efektif yaitu : 
1. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi; 
2. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut ke 
dalam tata susunan yang hierarkis sifatnya. Dengan cara ini 
maka akan diperoleh suatu pegangan atau pedoman, 
apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu 
yang positif artinya apakah sarana penyembuhannya tidak 
lebih buruk daripada penyakitnya; 
3. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan 
menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki atau 
tidak; 
4. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan yang diperlukan; 
5. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan menetralisir 
efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang 
diperlukan; 
                                                             
39
 Otje Salman, Sosilogi Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1989  Hal 61 
86 
 
6. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, 
sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai. 
Studi efektivitas adalah suatu strategi perumusan masalah yang 
bersifat umum yaitu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal 
hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan 
dengan hukum dalam teori. Menurut Donald Black (Soleman B. 
Taneko, 1993:119) mengatakan bahwa : 
Studi-studi keefektifan hukum berbeda satu dengan yang 
lainnya dalam jenis-jenis ideal hukum setelah temuan-
temuannya dinilai. Pada satu sisi yang ekstrim adalah studi 
dampak yang membandingkan antara realitas dan ideal hukum 
dengan suatu arti yang sangat sederhana dan dapat 
dilaksanakan secara spesifik. Dua sisi ini alat untuk mengukur 
hukum mungkin suatu undang-undang yang tujuannya adalah 
agak lebih jelas dapat dilihat dari suatu keputusan pengadilan 
yang dengan jelas menyatakan kebijaksanaan khusus. Pada 
akhirnya ahli sosiologi dapat berusaha untuk membandingkan 
realitas hukum dengan suatu ideal hukum, baik yang tidak 
berdasarkan undang-undang maupun yang tidak berdasarkan 
case law. Di sini peneliti menilai materi-materi empirisnya 
terhadap standar keadilan seperti pemerintahan berdasarkan 
hukum. Kesewenang-wenangan, legalitas atau konsep 
pembelaan diri yang tidak secara implisit dicantumkan dalam 
acara dari konstitusi.     
 
Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-
nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau 
tentang hukum yang diharapkan ada, kesadaran hukum yang dimiliki 
suatu warga belum menjamin bahwa warga akan menaati suatu 
peraturan hukum. Kesadaran hukum itu tidak lain adalah suatu 
kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan 
87 
 
taat pada hukum. Menurut OK. Chairuddin40, bahwa kesadaran hukum 
dalam masyarakat transisi memberikan batasan tentang kesadaran 
hukum itu meliputi, pengetahuan tentang hukum, penghayatan 
terhadap hukum dan ketaatan terhadap hukum. 
H.C. Kelman menyatakan bahwa ketaatan hukum dapat 
dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis yaitu : 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang 
taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan 
baiknya dengan seseorang menjadi rusak. 
3. ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seeorang taat terhadap 
suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan 
nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.41 
4. Suatu aturan dianggap efektif berlakunya jika sebagian besar 
masyarakat menaati aturan tersebut dengan kata lain aturan hukum 
tersebut efektif, maka kualitas efektivitas hukum tersebut berbeda. 
Semakin banyak warga masyarakat menaati suatu aturan hukum 
karena faktor internalization, maka kualitas efektivitasnya semakin 
tinggi sedangkan ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum 
karena faktor identification dan compliance maka kualitas 
efektivitasnya masih rendah. 
                                                             
40
 Ok khairuddin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika. Jakarta,  1991. Hal 104 
41
 Achmad Ali, Opcit, Hal. 193 
88 
 
2. Penegak Hukum 
Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam upayanya 
menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yaitu diantaranya:42 
1) Pendidikan Hukum dan Penelitian Hukum 
Pendidikan hukum khususnya yang menyangkut materi hukum pidana dan 
praktik litigasi di pengaadilan masih memerlukan pembaruan mendasar 
sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan 
pembangunan. Penelitian hukum baik kegiatannya maupun sosialisasinya 
masih sangat terbatas. Aspek pendidikan dan penelitian hukum ini sangat 
menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur 
penegak hukum. 
2) Organisasi profesi hukum 
Organisasi Profesi Hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademisi 
yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat 
mendukung kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi 
dan masih belum mencerminkan organisasi profesi hukum yang dapat 
diandalkan dalam pembangunan hukum. 
3) Orientasi kerja birokrasi 
Orientasi kerja birokrasi yang sejak dulu dikenal dengan paradigm Asal 
Bapak Senang (ABS) masih tetap dianut dalam mekanisme tata kerja 
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birokrasi yang ada. Kecenderungan member laporan kepada atasan tidak 
sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dilaporkan (tidak realistik). 
Kondisi demikian akan merusak kredibilitas dan kinerja organisasi atau 
system birokrasi. 
4) Etika profesi hukum 
Organisasi-organisasi profesi hukum yang ada selama ini belum 
melaksanakan etika profesi secara konsisten sesuai dengan standar 
profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama 
ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi daripada etika 
profesi. 
5) Kordinasi antar aparat penegak hukum 
Untuk dapat menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi 
diperlukan upaya yang luar biasa, dan tidak hanya menjadi tangung jawab 
aparat penegak hukum atau pemerintah semata, akan tetapi seluruh 
lapisan masyarakat hendaknya memiliki perasaan sense of crisis terhadap 
korupsi. 
6) Koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta. 
Perkara korupsi merupakan perkara yang multidimensi sehingga 
melibatkan berbagai instansi dan stake holders yang ada. Karenanya, 
dalam upaya penegakan hukumnya-pun tentu melibatkan berbagai 
instansi dan institusi terkait. 
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Salah satu birokrasi yang paling rawan gratifikasi adalah Pengadilan 
(dalam hal ini peneliti mengambil sampel Pengadilan Negeri Makassar). 
Apalagi terhadap para hakim, terkhusus Hakim Tipikor, kita tidak dapat 
memungkiri bahwa profesi hakim sangat membutuhkan integritas yang 
tinggi, badai yang menerpa lebih kencang dari penegak hukum lainnya, 
apalagi oleh hakim tipikor. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh 
orang berpengaruh menjadikan celah oleh hakim yang tidak 
bertanggungjawab untuk meraih untung dari kasus yang ditanganinya, 
orang-orang berkuasa yang menjadi terdakwa melakukan berbagai cara 
untuk mendapatkan simpati dari hakim. 
Namun yang paling memilukan adalah ketika para pejabat kita 
sudah merencanakan untuk merebut simpati dari hakim sebelum 
tersangkut kasus korupsi. Cara menarik simpati tidak lain seperti yang 
diutarakan oleh M. Damis, S.H., M.H. bahwa: 
“Orang-orang memberikan “kenikmatan” melalui sebuah 
kesempatan, dari “kenikmatan” tersebut susah untuk 
dipahami apa maksud dan tujuannya, oleh karena itu 
alangkah baiknya para hakim mencegah pemberian yang 
berupa “kenikmatan” tersebut.”  
 
Tapi bagaimanapun kita mencegah, budaya kita tetap menuntut 
untuk saling berbagi satu sama lain. Oleh karena itu Hakim diberikan 
standar nilai pemberian yang wajib dilaporkan, berdasarkan Pasal 6 
ayat 3 poin a Peraturan  Bersama KY-MA Tentang Panduan  
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: “ Pengecualian 
dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala 
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keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk 
mempengaruhi hakim dalam tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian 
yang  berasal dari saudara, atau teman dalam kesempatan tertentu 
seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, 
perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku 
yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). 
3. Fasilitas 
Kondisi Fasilitas, Sarana Prasarana Penegakan Hukum Tindak Pidana 
korupsi:43 
1) Kesenjangan Fasilitas Pengorgnisasian 
Menjalankan roda pemerintahan secara optimal maka perlu ditinjau 
kembali, system pengorganisasian pada aparatur penegak hukum tindak 
pidana korupsi, terdapat perbedaan yang mencolok dalam dukungan 
fasilitas terhadap organisasi pengemban fungsi penegak hukum tindak 
pidana korupsi pada struktur yang identitasnya berbeda meskipun misi 
sama dan dilindungi undang-undang memiliki kewajiban untuk 
memberantas korupsi. 
Lembaga structural yang memiliki fungsi-fungsi CJS bekerja dalam 
penegakan hukum tipikor pada instansi Polri Dir Tipikor di tingkat Mabes 
Polri dan Kasat Tipikor di tingkat satuan wilayah Polda, utnuk kejaksaan 
lembaga yang menangani Tipikor tersebut Tipidsus di tingkat Kejaksaan 
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Agung yang unit organisasinya sampai tingkat kabupaten, sedangkan 
lembaga lainnya disebut KPK dan Hakim ad Hoc. 
Perbedaan identitas struktur organisasi ini secara factual juga terjadi 
perbedaan wewenang dan fasilitas orgaisasi yang berbeda sehingga 
dapat terjadi kesenjangan dan disintegritas motivasi organisasi atau 
gerakan organisasi tidak structural dan fungsi melawan mafia structural. 
Terutama yang sangat berbeda fasilitas organisasi KPK strukturnay 
sangat lengkap dengan keahlian spesifikasinya yang sangat dibutuhkan 
dalam pengakan hukum tipikor misalnya analisis LHKPN, pemeriksaan 
gartifikasi computer forensic, information analogi, spesialis perlindungan 
saksi, coordinator pelayanan internal, integritas security sampai dengan 
fasilitas lainnya yang memadai sehingga lembaga KPK dapat bekerja 
secara intensif, focus dan mandiri. 
Adapun Kondisi Polri, AJaksa dan Hakim yang menangani korupsi  
perlu dilakukan pembenanhan mengingat potensi kejahatan korupsi 
secara structural telah merambah sampai ketingkat wilayah tingakt 
kabupaten, kecamatan bahkan desa/kelurahan. Adalah menjadi prioritas 
Polri, Jaksa,hakim Tipikor diselaraskan dengan Lembaga KPK sesuai 
level korupsi yang ditangani. 
2) Sarana dan Prasarana yang belum memadai 
Sarana dan Prasaran yang dimiliki oleh aparat penegak hukum secara 
umum belum memadai yang berpengaruh pada efektivitas dan 
efesiensi kerja. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan perkembangan 
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masyarakat serta perkembangan kejahatan yang dinamis mengiktuti 
perkembangan zaman, maak upaya penanggulangan kejahatan juga 
memebutuhkan sarana dan prasarana yang memedai dan mutakhir. 
4. Budaya Masyarakat 
Praktik korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu kebiasaan yang 
dilakukan sejak zaman kerajaan. Pada masa itu, masyarakat selalu 
memberikan upeti kepada para pejabat baik berupa uang bahkan hasil 
kebunnya. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda loyalitas serta ada juga untuk 
mengambil hati pejabat dan menjalin hubungan dengan para pejabat saat itu, 
sehingga apabila mereka menghadapi suatu permasalahan mereka akan bisa 
meminta bantuan kepada pejabat tersebut sebagai suatu imbalan dari 
pemberian tersebut. 
Hal ini diperjelas oleh Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar, M. 
Damis., S.H., M.H.: 
“ pengaturan gratifikasi pada pasal 12 B ini harus di perjelas 
(standarisasi minimumnya), karena kita sudah tahu bahwa kebanyakan 
suku di Indonesia memiliki budaya saling berbagi, walapun itu hanya 
seikat sayur.” 
5. Nilai untuk Profesionalisme dalam Good Governance 
 
Yang Penulis Maksud dengan nilai gratifikasi adalah: 
a. Nilai dalam jumlah nominal mata uang 
Langkah pertama dalam menilai pemberian kepada seorang 
pejabat negara adalah dari nilai nominalnya, wajar atau tidaknya 
suatu pemberian dapat terlihat langsung dari nilai nominal 
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pemberian tersebut sehingga bisa disimpulkan hal tersebut 
gratifikasi berindikasi suap atau hanya pemberian biasa. 
b. Kepentingan 
Perlu ditelaah lebih lanjut bahwa modus pemberian gratifikasi 
harus dinilai dari kepentingan pemberi, karena pemberian 
seseorang dengan alasan budaya dan atau moment acara tertentu 
tidak dapat dipersalahkan dan atau dipersangkakan sebagai 
gratifikasi bahkan suap. 
c. Waktu 
Pemberian gratifikasi yang berindikasi suap dapat dilihat dari waktu 
pemberian tersebut, jika seseorang memberikan sesuatu kepada 
pejabat negara dengan tidak memiliki alasan mengapa ia 
memberikan pemberian pada waktu tersebut, maka bisa diketahui 
bahwa pemberian tersebut adalah gratifikasi berindikasi korupsi. 
 Sebagai contoh dari kasus Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.44 
Yang melaporkan gitar pemberiannya ke KPK karena dinilai gratifikasi, gitar 
tersebut kemudian menjadi Barang Milik Negara. Secara nominal memang 
bisa dikatakan bahwa gitar tersebut sebagai gratifikasi, namun secara 
kepentingan gitar tersebut bukan lah sebuah pemberian dengan maksud 
tertentu, bagaimana mungkin sebuah band Internasional dengan penghasilan 
yang tinggi memiliki kepentingan dengan seorang Jokowi? Pemberian 
tersebut hanyalah pemberian seorang idola keada penggemarnya, ditambah 
lagi dengan masalah waktu. Gitar tersebut diberikanpada saat Tour Band 
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tersebut, bukan secara khusus diagendakan bahwa Band tersebut berangkat 
untuk memberikan gitar kepada seorang Jokowi. 
 Kasus di atas adalah bukti bahwa pengaturan tentang unsur gratfikasi 
masih mengalami beberapa kendala, terutama kendala para pejabat 
pemerintah yang tidak mengerti bagaimana sebuah “kenikmatan” bisa disebut 
gratifikasi dengan alsan yang daat diterima. Pemerintahan yang baik dapat 
terlaksana dengan peraturan yang baik dan jelas, peraturan yang justru 
membuat bingung dan merepotkan perlu mendapat perhatian di kalangan 







1. Dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Korusi, ada dua hal yang perlu diperhatikan 
dalam pengaturan standarisasi gratifikasi, yakni: 
d. Pembuktian terbalik 
Pemberian yang nilainya Rp. 10.000.000,00 ke atas dibuktikan dengan 
sistem pembuktian terbalik. Dimana terdakwa diberikan beban untuk 
membuktikan pembelaannya. Namun Jaksa Penuntut umum tetap 
berkewajiban membuktikan dakwaannya. 
e. Pembuktian biasa 
Pemberian yang nilainya dibawah Rp. 10.000.000,00 bahwa gratifikasi 
tersebut bukan suap dibuktikan oleh Penuntut Umum. 
2. Efektivitas dari pengaturan standar gratifikasi tersebut berdampak pada 
penegak hukum dan masyarakat, pada lembaga seperti pengadilan dan 
kejaksaan memiliki metode sendiri untuk memberikan pengaturan dalam 
rangka pencegahan praktik gratifikasi, namun kendala yang terbesar 
adalah pada “budaya masyarakat” Indonesia yang masih menjunjung 
tinggi rasa terima kasih dan balas jasa dengan memberikan “kenikmatan” 
tertentu, budaya sebagian besar suku di Indonesia adalah dengan saling 
berbagi rezeki meski dalam jumlah yang sangat kecil, hal ini berdampak 
pada sistem pelaporan gratifikasi yang sangat rumit dan belum adanya 




Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran bahwa seharusnya ada 
standar minimum dalam pelaporan gratifikasi, karena akan sangat 
merepotkan apabila kita harus melaporkan hal-hal yang bersifat 
pemberian demi harmonisasi budaya dan adat bermasyarakat. 
2. Setiap instansi pemerintahan seharusnya memiliki prosedur dalam 
mencegah gratifikasi, yang tegas dan konsisten agar setiap individu yang 
ada dalam instansi tersebut merasa bertanggungjawab dalam 
pencegahan maupun pemberantasan korupsi. 
3. Seharusnya unsur pasal 12B harus lebih diperjelas dalam kaitan nilai dan 
kepentingan dari pemberi gratifikasi. 
